
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang memiliki masalah tentang
Hak-Hak Istri Sirri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai tema dari penulisan karya ilmiah
ini untuk menjawab pertanyaan: (1) penafsiran dan ruang lingkup rumah tangga
dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga  (UU PKDRT), (2) hak-hak istri sirri yang mengalami
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif Undang-Undang No 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research
(penelitian pustaka). Penelitian ini bersumber dari data primer berupa literatur
seperti Undang-Undang No 23 Tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli
hukum. Serta data sekunder seperti Peraturan Menteri Agama RI No 11 Tahun
2007 Tentang Pencatatan Nikah, Undang-Undang No 22 Tahun 1946 J.O
Undang-Undang No 32 Tahun 1945 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan
Rujuk dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup rumah tangga
yang bisa dikenakan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT
tidak hanya terkait hubungan perkawinan, perwalian, akan tetapi juga dalam
urusan rumah tangga secara keseluruan tercatat dalam keluarga atau rumah
tangga. Maksud dari undang-undang tersebut adalah memberikan perlindungan
hukum secara  luas dalam rumah tangga. Di sini bisa dilihat bahwa Negara
menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan derajat antara kepala
rumah tangga, keluarga maupun orang-orang yang senantiasa membantu atau
menetap dirumah tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan
perlindungan KDRT antara Istri sirri dengan istri yang dicatatan sangat jelas
berbeda, istri sirri bisa saja mendapatkan perlindungan hukum namun hanya
sebatas sebagai kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum
perorangan. Jadi nanti yang digunakan bukan Undang-Undang KDRT karena
yang diatur dalam Undang-Undang KDRT adalah suami, istri, anak, atau mereka
yang tercatat dalam surat keluarga atau rumah tangga. Kalau pelaku nikah sirri di
Indonesia memiliki permasalahan kekerasan pada salah satu anggota keluarga,
maka yang digunakan adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 351
Tentang Penganiayaan Umum


